
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 18  TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa manusia merupakan malduk hidup ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa mempunyai h a k  dan  kesempatan yang
sama untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupannya
tanpa dihalangi oleh kondisi disabilitas;

b. bahwa u n t u k  mewujudkan kesamaan kedudukan, hak ,
kewajiban d a n  peran  Penyandang Disabil i tas p e r l u
diselenggarakan upaya pemenuhan h a k  dan  penyediaan
aksesibilitas y a n g  l e b i h  m e m a d a i  d a l a m  r a n g k a
menciptakan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang
Disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan k e p a s t i a n
hukum k e p a d a  s e m u a  p i h a k  y a n g  t e r l i b a t  d a l a m
pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas Penyandang
Disabilitas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dalam hu ru f  a ,  hu ru f  b dan hu ru f  c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1 .  Pasal  18  ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1 9 6 4  ten tang  Pembentukan Dae rah  Ti n g k a t  I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I  Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47  Prp  Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan  Daerah Tingkat I  Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran N e g a r a  Repub l i k
Indonesia Ta h u n  1964  Nomor 9 4 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara R e p u b l i k  Indonesia
Nomor 3670);

4. Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004  N o m o r  125,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2  Ta h u n  2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2 0 0 4  ten tang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Repub l i k  Indonesia  Ta h u n  2 0 0 8  N o m o r  5 9 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
4844);

5. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention O n  T h e  Rights O f  Persons W i t h  Disabilities
(Konvensi Mengena i  H a k - H a k  Penyandang Disabi l i tas)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5251);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KE'FENTUAN UMUM

Passel 1
Dalam Peraturan Daerah in i ,  yang dimaksud dengan :
1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan

fisik d a n / a t a u  m e n t a l  y a n g  dapa t  mengganggu a t a u  merupakan
rintangan dan  hambatan baginya un tuk  melakukan kegiatan secara
selayaknya, yang terdiri atas Penyandang Disabilitas f i s ik ,  Penyandang
Disabilitas men ta l  serta Penyandang Disabilitas f i s i k  dan mental.

2. Pemenuhan  H a k  Penyandang Disabi l i tas  a d a l a h  keadaan  y a n g
memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada Penyandang
Disabilitas u n t u k  mendapatkan kesehatan, pendidikan,  pelat ihan,
rehabilitasi, perl indungan hukum,  pol i t ik ,  o lah  raga, pemberdayaan
ekononii, membuka peluang dan kesempatan kerja seluas mungkin serta,
memberikan kemudahan atas penerimaani pegangkatan pegawai negeri
sipil Penyandang Disabilitas.

3. Aksesib i l i tas adalah kemudahan yang  disediakan bag i  Penyandang
Disabilitas g u n a  mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala
aspek kehidupan dan penghidupan.
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4. B a n g u n a n  gedung adalah wujud f isik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat  kedudukannya, sebagian a t a u  seluruhnya
berada d i  atas dan/ atau d i  dalam tanah dan/atau air,  yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, ba ik  un tuk  hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

5. B a n g u n a n  gedung u m u m  adalah bangunan gedung yang fungsinya
untuk kepentingan pub l i k ,  b a i k  berupa fungs i  keagamaan, fungs i
pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

6. B a n g u n a n  gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang
dalam p e m  ban gt in an d a n /  atau pemanfaatannya m e m b u t u h k a n
pengel9laan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

7. L i ngkungan  bangunan gedung adalah lingkungan d i  sekitar bangunan
gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung
baik dari segi sosial, budaya, maupun dan segi ekosistem.

8. P r o v i n s i  adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Pemer in tah  Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Gubernur  adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
a. h a k  dan kewajiban;
b. kesamaan kesempatan;
c. pe ran  serta masyarakat; dan
d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB HI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
Setiap Penyandang Disabilitas mempunya i  hak dan kesempatan yang sama
dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4
Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh :
a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat

kedisabilitasan, pendidikan dan kemampuannya;
c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikrnati

hasil-hasilnya;
d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
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f. pelayanan kesehatan; dan
g. h a k  yang sama un tuk  menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan

kehidupan sosialnya.

Pasal 5
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
a. menetapkan kebi jakan penyelenggaraan pemenuhan h a k  Penyandang

Disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implernentatif;
b. mengemba_ngkan d a n  memperkuat kerjasama dengan berbagai p ihak

dalam m e l a k u k a n  penyelenggaraan pemenuhan  h a k  Penyandang
Disabilitas;

c. membantu  dan metnfasilitasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
mengatasi perrnasalahan penyelenggaraan pemenuhan hak  Penyandang
Disabilitas; dan

d. melakukan karnpanye,  d a n  sosial isasi  t e rhadap  penyelenggaraan
pemenuhan hak Penyandang

BAB TV
KESAMAAN DAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
Setiap Penyandang Disabilitas mempunya i  kesamaan kesempatan dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(1)
Pasal 7

Kesarnaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas d a l a m  segala aspek
kehidupan dan penghidupan diselenggarakan melalui pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

(2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas d imaksudkan untuk menciptakan keadaan
dan lingkungan yang lebih rnenunjang Penyandang Disabilitas dapat
sepenuhnya hidup bermasyarakat.
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas s e r t a  penyediaan aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkeseimbangan.

(3)

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Serta Penyedlaan Aksesibilitas Bagi
Penyandang Disabilitas

PasaI 8
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas s e r t a  penyediaan aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas dapat berbentuk:
a. f isik; dan
b. non fisik.

4



Pasal 9
(1) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas s e r t a  penyediaan aksesibilitas

bagi Penyandang Disabil itas berbentuk f i s i k  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huru f  a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum
meliputi:
a. aksesibil itas pada bangunan umum;
b. akes ib i l i tas  pada jalan umum;
c. aksesibil i tas pada pertamanan dan permakaman umum;
d. aksesibilitas pada angkutan umum;
e. aksesibil i tas pada sarana keagamaan;
f. aksesibi l i tas pada sarana pendidikan; dan
g. aksesibil itas pada sarana ketenagakerjaan.

(2) Pemenuhan h a k  Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b  meliputi:
a. pelayanan informasi; dan
b. pelayanan khusus.

Pasal 10
A.ksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tanda;
b. akses ke, dar i  dan d i  dalam bangunan berupa ja lu r  penghubung dan

c.
d.
e.
f.
g•
h.
i.

pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
pegangan rambat;
pintu, tangga khusus untuk bangunan bertingkat;
tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
toilet;
tempat minum;
tempat telepon; dan
peringatan darurat.

Pasal 11
Aksesibitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b  dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tanda;
b. akses ke, dar i  dan d i  dalam bangunan berupa ja lur  penghubung dan

pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
c. pegangan rambat;
d. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
c. jembatan penyeberangan;
f. j a l u r  penyeberangan bagi pejalan kaki;
g. tempat parkir dan naik turun penumpang;
h. tempat pemberhentian kendaraan umum;
i. t ro toar  bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
j. terowongan penyeberangan.

Pasal 12
Aksesibilitas p a d a  pertamanan d a n  permakaman u m u m  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tanda;
b. akses ke, dan d a n  d i  dalam bangunan berupa ja lur  penghubung dan

pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
c. pegangan rambat;
d. t empa t  parkir dan tempat turun naik penumpang;
e. t e m p a t  duduk/istirahat;
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f. t e m p a t  minum;
g. t e m p a t  telepon; dan
h. to i let .

Pasal 13
Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tanda;
b. akses ke, dar i  dan d i  dalam bangunan berupa ja lur  penghubung dan

pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
c. pegangan rambat;
d. tangga naiki turun;
e. tempat duduk;
f. tempat  parkir dan tempat turun penumpang; dan
g. toilet.

Pasal 14
Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tanda?
b. akses ke, dar i  dan d i  dalam bangunan berupa ja lur  penghubung dan

pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
c. pegangan rambat;
d. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
e. tempat duduk/istirahat; dan
1. toi let .

Pasal 15
Aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf  f dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tanda;
b. akses ke, dan d a n  d i  dalam bangunan berupa ja lur  penghubung dan

pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
c. pegangan rambat;
d. pintu,  tangga khusus untuk bangunan bertingkat;
e. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
f. to i let ;
g. tempat minum;
h. tempat telepon; dan
i. peringatan darurat.

Pasal 16
Penyediaan aksesibilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
berlaku m u t a t i s  mu tand i s  p a d a  sarana ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g.

Pasal 17
(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf

a di laksanakan u n t u k  memberikan in formasi  kepada  Penyandang
Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan h a k  Penyandang Disabilitas
serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
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(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) yakni yang
tersedia p a d a  bangunan  u m u m ,  j a l a n  u m u m ,  per tamanan d a n
permakaman u m u m ,  angkutan u m u m ,  keagamaan, pendidikan d a n
ketenagakerjaan.

Pasal 1 8
Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  ayat (2) hu ru f  b
dilaksanakan u n t u k  memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas
berkaitan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan
umum, pertamanan dan pemakaman umum, angkutan umum, keagamaan,
pendidikan dan ketenagakerjaan.

Pasal 19
Standarisasi pemenuhan h a k  Penyandang Disabil i tas ser ta  penyediaan
aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10  sampai den€;an Pasal 18  berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundangiundangan.

Pasal 20

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas s e r t a  penyediaan aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas s e b a g a i m a n a  dimaksud dalam Pasal 1 0  sampai
dengan Pasal 17 dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

(1)
Pasal 21

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas se r ta  penyediaan aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud da lam Pasal 9
dilaksanakan s e  eara b e r t a h a p  d e n g a n  memperhat ikan p r i o r i t a s
aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas.

(2) Pr ior i tas aksesibilitas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22
Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan
aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kesamaan Kesempatan Dalam Pendidikan

Pasal 23
Setiap Penyandang Disabilitas m e m i l i k i  kesempatan dan perlakuan yang
sama untuk  memperoleh pendidikan pada satuan, ja lur,  jenis dan jenjang
pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, termasuk yang
berkebutuhan khusus.

Pasal 24
(1) Setiap penyelenggara pendid ikan berkewajiban u n t u k  memberikan

kesempatan dan perialcuan yang sarna kepada Penyandang Disabilitas
untuk memperoleh pendidikan.

(2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melaiui penyediaan:
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a. kemudahan, sarana dan prasarana untuk  kegiatan belajar mengajar
bagi Penyandang Disabilitas; dan

b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan ins t ruk tur  yang dapat
memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (2 )  wa j i b
diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 25
(1) Kewajiban penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 diselenggarakan sesuai  dengan u k u r a n  d a n  t ingka t  kernampuan
penyelenggara pendidikan.

(2) Ukuran dan t ingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional
dan proporsional.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waj ib diumumkan
secara terbuka kepada masyarakat.

(4) Ketentuan l e b i h  l a n j u t  mengenai t a t a  c a r a  peni la ian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26
Standarisasi pemenuhan h a k  Penyandang Disabi l i tas s e r t a  ketentuan
penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas d i  bidang pendidikan
berpedoman p a d a  Peraturan Men te r i  Pendidikan Nas iona l  mengenai
Pendidikan Inklusi f  bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki
potensi kecerdasan danfatau bakat istimewa.

Bagian Keempat
Kesamaaan Kesempatan

Dalam Pekerjaan

Pasal 27
Setiap Penyandang Disabilitas memil ik i  kesempatan dan  perlakuan yang
sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi,
jenis dan derajat kedisabilitasan.

Pasal 28
Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
kepada tenaga ke r j a  y a n g  menyandang Disabil i tas u n t u k  memperoleh
pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis
dan derajat kedisabilitasan.

Pasal 29
(1) Pemerintah Daerah waj ib mempekerjakan paling rendah 1  (satu) orang

pegawai Penyandang Disabi l i tas y a n g  memenuh i  persyaratan d a n
kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi Pemerintah Daerah
untuk setiap 100 (seratus ) orang pegawai.

(2) Bagi Pemerintah Daerah yang  memil ik i  pegawai pa l ing  rendah 1 0 0
(seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan
paling rendah 1  (satu) orang Penyandang Disabilitas y a n g  memenuhi
persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi Pemerintah Daerah.
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Pasal 3O
(1) Badan Usaha M i l i k  Negara, Badan Usaha M i l i k  Daerah, perusahaan

swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan periakuan
yang sama kepada tenaga ker ja  yang rrienyandang Disabilitas un tuk
memperoleh peker jaan sesua i  dengan persyaratan d a n  kual i f ikas i
pekerjaan serta jenis dan derajat kedisabilitasannya.

(2) Badan Usaha M i l i k  Negara, Badan Usaha M i l i k  Daerah, perusahaan
swasta dan badan hukum wajib mempekerjakan paling rendah 1 (satu)
orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi
pekerjaan sebagai pegawai perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang
pegawai.
Badan Usaha M i l i k  Negara, Badan Usaha M i l i k  Daerah, perusahaan
swasta dan badan hukum yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus)
orang tetapi menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan paling
rendah 1  (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas y a n g  memenuhi
persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

(3)

Pasal 31
(1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas

pada instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha M i l i k  Negara, Badan
Usaha Mi l i k  Daerah, perusahaan swasta dan badan hukum ditetapkan
dengan memperhatikan faktor:
a. jenis dan derajat kedisabilitasannya;
b. pendidikan;
c. keahlian, keterampilan, dan/atau kemampuan;
d. kesehatan;
e. formasi yang tersedia; dan
f. jen is  dan bidang usaha.

(2) Ketentuan lebih lan jut  mengenai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasa1 32
Setiap tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas mempunya i  hak,
kewajiban dan  tanggung jawab yang sama dengan pekerja atau pegawai
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33
Standarisasi pemenuhar. h a k  Penyandang Disabil i tas ser ta  penyediaan
aksesibilitas b a g i  Penyandang Disabi l i tas d i  b i d a n g  ketenagakerjaan
berpedoman p a d a  ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai
kesempatan kerja Penyandang Disabilitas,

Bagian Kelima
Kesamaan Kesempatan Dalam Kehidupan Sosial

Pasal 34
Setiap Penyandang Disabilitas memil ik i  kesempatan dan  perlakuan yang
sama dalam kehidupan sosial.
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Pasal 35
Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Penyandang
Disabilitas be rhak  memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk
melakukan kegiatan:
a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
b. olah raga prestasi dan/atau olahraga kebugaran/kesehatan;
c. berkesettian yang diekspresikan dalam karya, bentuk,  s i fa t  dan jenis

kesenian;
d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
e. sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya

dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian Keenam
Kesamaan Kesempatan Dalam Pelayanan Kesehatan

Pasal 36
Setiap Penyandang Disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang
sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan.

Pasal 37
(1) Setiap penyelenggara pe layanan  keseha tan  berkewaj iban  u n t u k

memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang
Disabilitas un tuk  memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penyediaan:
a. kemudahan, s a r a n a  d a n  prasarana pelayanan kesehatan b a g i

Penyandang Disabilitas;
b. tenaga med ik  yang  dapat  memberikan pelayanan kesehatan bag i

Penyandang Disabilitas.
(3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (2 )  wa j i b

diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 38
(1) Kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 7  diselenggarakan sesuai dengan u k u r a n  d a n  t ingkat
kemampuan penyelenggara pelayanan kesehatan.

(2) Ukuran dan t ingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada basil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional
dan proporsional.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan
secara terbuka kepada masyarakat.

(4) Ketentuan l e b i h  l a n j u t  mengenai t a t a  c a r a  peni la ian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Rencana Aksi Daerah

Pasal 39
Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40
(1) Masyarakat  berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak Penyandang

Disabilitas.
(2) Masyarakat  rnempunyai  kesempatan y a n g  seluas-luasnya u n t u k

berperan da lam upaya peningkatan kesejahteraan bag i  Penyandang
Disabilitas.
Peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang
Disabilitas me la lu i  pemenuhan h a k  Penyandang Disabi l i tas se r ta
penyediaan aksesibilitas bagi  Penyandang Disabilitas sesuai dengan
kemampuan yang ada pada masyarakat.

(4) Peran  masyarakat d i lakukan secara perorangan, kelompok, badan
hukum, dan lembaga atau organisasi di bidang sosial kemasyarakatan.

(3)

Pasal 41
Peran masyarakat dilakukan melalui:
a. pembel- ian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam

rangka merumuskan peraturan d a n  kebi jakan d a l a m  penyediaan
aksesibilitas Penyandang Disabilitas;

b. pemenuhan  hak Penyandang Disabilitas s e r t a  penyediaan aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas;

c. pengadaan  d a n  pemberian bantuan tenaga a h l i  a t a u  sosial  u n t u k
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

d. pember ian  kesempatan d a n  perlakuan yang sama bagi  Penyandang
Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;

e. pengadaan  sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
f. k e g i a t a n  l a i n  dalam rangka pemenuhan h a k  Penyandang Disabilitas

serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel; dan
pengadaan lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

g.
h.

BAB VI
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42
(1) D a l a m  rangka pelaksanaan pemenuhan h a k  Penyandang Disabilitas

serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas s e b a g a i
upaya pen ingkatan kesejahteraan d a n  kemand i r ian  Penyandang
Disabilitas dibentuk Tim Koordinasi.

(2) T i m  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1)  bersi fat  n o n
struktural.

(3) Susunan  Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t e rd i r i
atas:
a. Ke tua  G u b e r n u r
b. Selcretaris :  Dinas yang membidangi urusan sosial:
c. Anggota :

1. unsur  SKPD/unit SKPD terkait;
2. unsur  pengusaha;
3. unsur  perguruan tinggi;
4. unsur  tenaga profesi;
5. unsur  tokoh masyarakat; dan
6. unsur  organisasi kemasyarakatan di bidang kedisabilitasan.
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(4) Susunan  Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43
(1) Pemer intah Daerah d a n  masyarakat melakukan pembinaan da lam

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ser ta  penyediaan aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan un tuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.

Pasal 44
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui:
a. penetapan Peraturan Perundang-undartgan dan kebijakan;
b. penyuluhan atau sosialisasi;
c. bimbingan;
d. pemberian bantuan; dan
e. perizinan.

Pasal 45
Penetapan Peraturan Perundang-undangan d a n  kebi jakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan dengan:
a. pembinaan penyusunan  Pera turan Perundang-undangan mengenai

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota; dan
b. pembinaan k e b i j a k a n  penyediaan aksesib i l i tas b a g i  Penyandang

Disabilitas.
Pasal 46

Penyuluhan atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf  b
dilaksanakan dalam rangka :
a. menumbuhkan r a s a  kepedul ian masyarakat  t e rhadap  Penyandang

Disabilitas;
b. memberikan sos ia l i sas i  t e r k a i t  d e n g a n  pe laksanaan penyed iaan

aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
c. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas d a l a m  pembangunan

Provinsi.

Pasal 47
Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44  h u r u f  c  dilaksanakan
dalam rangka:
a. meningkat kual i tas d a n  kuanti tas bagi Penyandang Disabilitas dalam

meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian; dan
b. menumbuhkan d a n  mengembangkan k e m a m p u a n  r a s a  m e m i l i k i

aksesibilitas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 48
Pemberian ban tuan  sebagaimana d imaksud da lam Pasal  4 4  h u r u f  d
dilaksanakan dalam rangka:
a. membantu Penyandang Disabilitas berupa materiil untuk dapat berusaha

sesuai keterampilan yang dimiliki; dan
b. membantu Penyandang Disabilitas untuk  dapat memelihara taraf hidup

dan penghidupan yang layak.
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Pasal 49
Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 4  h u r u f  e  dilaksanakan
melalui:
a. penetapan P e r a t u r a n  Perundang-undangan y a n g  mensya ra t kan

pengadaan aksesibilitas pemenuhan h a k  Penyandang Disabilitas serta
penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan

b. pemberian kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam pengadaan
aksesibilitas.

Pasal 50
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas s e r t a  penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bagi
Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lan ju t  mengenai ta ta  cara pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1)

(2)

Pasal 51
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas tingkat Provinsi.
Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
kategori:
a. perseorangan b a l k  Penyandang Disabil itas a t a u  n o n  Penyandang

Disabilitas y a n g  memiliki komitmen dan kepedulian yang berdampak
luas da lam upaya  peningkatan kesejahteraan sosial  Penyandang
Disabilitas;

b. perusahaan yang memi l ik i  komitmen d a n  pedul i  terhadap Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;

c. Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang memiliki komitmen
terhadap k e s a m a a n  kesempatan,  kemand i r i an  d a l a m  U p a y a
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dir inci menurut kategori
khusus, kategori umum dan kriteria khusus menurut  kategori.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. meda l i ;
b. p i a g a m /  sertifikat;
c. p l a k a t ;  dan/atau
d. s t imu lan .
Ketentuan l cb ih  l an ju t  mengenai kategori, kategori khusus,  kategori
umum d a n  kr i ter ia khusus menurut  kategori penerima penghargaan
diatur dengan Peraturan Gubernur.

(6) Ketentuan mengena i  mekan isme pember ian  penghargaan U p a y a
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas lingkup Provinsi
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 52
Setiap orang dilarang menghilangkan sebagian dan/a tau seluruhnya
tanda y a n g  t e l a h  terpasang da lam s u a t u  bangunan u m u m  d a n
lingkungan yang ada.
Tanda yang dimaksudkan pada ayat  (1) adalah r a m b u  yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Standarisasi Penyediaan
Akscsibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
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Pasal 53
(1) S e t i a p  orang dilarang mendirikan sarana bangunan untuk kepentingan

umum tanpa mengacu kepada asas peraturan mengenai pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas serta ketentuan penyediaan aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini.

(2) S a r a n a  bangunan u n t u k  kepentingan u m u m  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi tiang listrik, tiang telepon, pohon, tempat sampah,
jembatan penyeberangan, g a r d u  telepon u m u m ,  pelataran p a r k i r
kendariaan.

Pasal 54
(1) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan atas sebagian dan/atau

seluruhnya te rhadap  ketersediaan s a r a n a  f i s i k  aksesib i l i tas b a g i
Penyandang Disabilitas pada bangunan dan lingkungan.

(2) Fasilitas aksesibil itas sebagaimana dimaksud pada  a y a t  (1 )  adalah
fasilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 55
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu d i  lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Wev.4nang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit i  keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di  bidang pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas serta ketentuan penyediaan aksesibilitas bagi
Penyandang Disabi l i tas a g a r  keterangan a t a u  laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti  dan orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku ,  catatan d a n  dokumen l a i n  berkenaan dengan
perbuatan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan u n t u k  rnendapatkan b a h a n  b u k t i
pembukuan, pencatatan, d a n  dokumen  l a i n  s e r t a  melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ah l i  da lam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan;

g. menyuruh berhent i  dan /a tau  melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil o rang  u n t u k  didengar keterangannya d a n  diper iksa

sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan t indakan la in yang perlu un tuk  kelancaran penyidikan

tindak pidana d i  bidang pemenuhan h a k  Penyandang Disabilitas
serta ketentuan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
menurut h u l a =  yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Pasal 5 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah i n i  hares ditetapkan paling lama 1  (sate)
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 6 0

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 6  September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA
Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

P1h. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
' t  SULAWESI TENGAH,

DJANGGOLA

LEMBARAN D A E R A H  PROVINSI SULAWESI T E N G A H  TA H U N  2 0 1 4
NOMOR : 69

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (18/2014)
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Pasal 5 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah i n i  harus ditetapkan paling lama I  (saw)
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 6 0

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26  September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA
Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

P1h. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

DEFcRY BJIIDJANGGOLA

LEMBARAN D A E R A H  PROVINSI SULAWESI TENGAH TA H U N  2 0 1 4
NOMOR : 69

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (18/2014)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 18TAHUN 2014

TENTANG
PERLINDUNGANDAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

1. U M U M

Semua manus ia  sama d i  hadapan Tu h a n  d a n  semua manus ia  sama
kedudukannya di antara sesama. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan Yang
Maha Esa, kond is i  D i sab i l i t a s  y a n g  dialami sebagian manus ia  t idak  boleh
dipandang menjadi alasan u n t u k  t idak  mensejajarkan mereka dengan warga
lain dalam segala bidang kchidupan, balk polit ik, ekonomi, sosial dan budaya.
Oleh karena  i t u ,  Penyandang Disabi l i tas merupakan m a k l u k  h i d u p  ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa mempunyai  h a k  dan kesempatan yang sama u n t u k
bertahan h i d u p  d a n  menja lan i  keh idupannya tanpa d ihalangi  o leh kond is i
disabilitas.

Kepedulian a t a s  kesamaan h a k  d a n  kesempatan y a n g  sama  u n t u k
mencapai kcsejahteraan Penyandang D i s a b i l i t a s  b e r m a k n a  adanya upaya
yang sungguh-sungguh  u n t u k  m e n d u k u n g  p e m e n u h a n  h a k - h a k  y a n g
dibutuhkan P e n y a n d a n g  D i s a b i l i t a s .  U n t u k  m e w u j u d k a n  k e s a m a a n
kedudukan, h a k ,  k e w a j i b a n  d a n  p e r a n  Penyandang  D isab i l i t as  p e r l u
diselenggarakan upaya  pemenuhan h a k  d a n  penyediaan akscsibi l i tas yang
lebih memadai  da lam rangka  menciptakan kemandi r ian  d a n  kcsejahtcraan
Penyandang Disabi l i tas.  Kenya taan  s a a t  i n i  d i  Prov ins i  Su lawesi  Tc n g a h
terdapat P e n y a n d a n g  D i s a b i l i t a s  b e l u m  d i d u k u n g  d e n g a n  P e r a t u r a n
Perundang-undangan di Daerah.

Dengan d iundangkannyaUndang-Undang  N o m o r  1 9  Ta h u n  2 0 1 1
tentang Pengesahan Convention O n  The Rights O f  Persons Wi th  Disabil i t ies
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yang bertujuan u n t u k
memajukan, mel indungi ,  dan  menjamin kesamaan hak  dan kebebasan yang
mendasar bagi scrnua pcnyandang disabil itas, serta penghormatan terhadap
martabat pcnyandang  d isab i l i tas  sebagai  bag ian  y a n g  t i d a k  te rp isahkan
(inherent dignity), perlu penjabaran dengan Peraturan Perundang-undangan di
Daerah. Oleh karcna itu, u n t u k  memberikanarah, landasan d a n  k e p a s t i a n
hukumkepadasemuapihakyangtcr l ibat d a l a m  p e m e n u h a n  h a k  d a n
penyediaan aksesib i l i tas  Penyandang Disabi l i tas  m a k a  p e r l u  menetapkan
Peraturan D a e r a h  P rov ins i  Su lawes i  Te n g a h  t e n t a n g  Per l indungan d a n
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a

Cukup jclas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Derajat kedisabilitasan"adalah:
a. del-ajat D isab i l i tas  1 y a k n i  m a m p u  melaksanakan

aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan;
b. derajat  Disabil itas 2  yakn i  m a m p u  melaksanakan

kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan
alat bantu;

c. dera ja t  Disabi l i tas 3  y a k n i  m a m p u  melaksanakan
aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang l a i n
dengan atau tanpa alat bantu;

d. dera jat  Disabi l i tas 4  y a k n i  d a l a m  melaksanakan
aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang
lain;

e. dera ja t  Disabilitas 5 yakni tidak mampu melaksanakan
aktifitas t a n p a  b a n t u a n  p e n u h  o r a n g  l a i n  d a n
terscdianya lingkungan khusus; dan

f. de ra ja t  Disabi l i tas 6  y a k n i  t i d a k  m a m p u  p e n u h
melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu
penuh orang lain.

umf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jclas.

Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan " ja lur  penghubung" adalah suatu
jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar
yang terletak pada  ruas/ ja lan yang  direncanakan b a i k
untuk la lu l intas kenderaan maupun un tuk  jalur pejalan
kaki.
Yang dimaksud dengan "pedestrian" adalah ja lu r  khusus
buat pejalan kaki.
Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian dari
jalur pejalan kak i  yang berfungsi un tuk  membantu tuna
netra un tuk  berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin
pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi d i
sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c
Yang d i m a k s u d  d e n g a n  "pegangan r a m b a t "  a d a l a h
prasarana aksesibilitas yang berfungsi u n t u k  kearnanan
bagi pengguna p rasarana  tersebut ,  k h u s u s n y a  b a g i
penyar_dang cacat, yang ditempatkan d i  beberapa ten-mat
fasilitas pelengkap jalan seperti d i  tempat pemberhentian
bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di
terowongan penyeberangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan " ja lur  penghubung" adalah suatu
jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar
yang terletak pada  ruas/ ja lan yang  direncanakan b a i k
-untuk la lu l intas kenderaan maupun un tuk  ja lur  pcjalan
kaki.
Yang dimaksud dengan "pedestrian" adalah ja lur  khusus
buat pejalan kaki.
Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian ciari
jalur pejalan kak i  yang berfungsi un tuk  membantu tuna
netra un tuk  berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin
pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi d i
sekitar jalur yang bisa membahayalcan tuna netra.

Huruf c
Yang d i m a k s u d  d e n g a n  "pegangan r a m b a t "  a d a l a h
prasarana aksesibilitas yang berfungsi u n t u k  keamanan
bagi pengguna prasarana  te rscbu t ,  k h u s u s n y a  b a g i
penyandang cacat, yang ditcmpatkan d i  beberapa tempat
fasilitas pelengkap jalan seperti d i  tempat pemberhentian
bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di
terowongan penyeberangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Culcup jelas.

,Huruf j
Culcup jelas.

Pasal 12
Hunlf  a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan " ja lur  penghubung" adalah suatu
jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar
yang terletak pada  ruas/ ja lan yang  direncanakan b a i k
untuk la lu  l intas kenderaan maupun un tuk  ja lur  pejalan
kaki.
Yang dimaksud dengan "pedestrian" adalah ja lu r  khusus
buat pejalan kaki .
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Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian dari
jalur pejalan kak i  yang berfungsi un tuk  membantu tuna
netra un tuk  berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin
pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi d i
sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c
Yang d i m a k s u d  d e n g a n  "pegangan r a m b a t "  a d a l a h
prasarana aksesibilitas yang berfungsi u n t u k  keamanan
bagi pcngguna  prasarana te rsebut ,  k h u s u s n y a  b a g i
penyandang cacat, yang ditempatkan d i  beberapa tempat
fasilitas pelengkap jalan seperti d i  tempat pemberhcntian
bis/halte, jembatan penyeberangan t idak sebidang atau d i
terowongan penyeberangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pfuruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan " ja lur penghubung" adalah suatu
jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar
yang ter letak pada ruas/ ja lan yang  direncanakan b a i k
untuk la lu l intas kenderaan maupun un tuk  ja lur  pejalan
kaki.

Yang dimaksud dengan "pedestrian" adalah ja lu r  khusus
buat pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian dari
jalur pejalan kak i  yang berfungsi un tuk  membantu tuna
netra un tuk  berjalan dengan memanfaatkan tekstur  ubin
pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi d i
sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.
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Huruf c
Yang d i m a k s u d  d e n g a n  "pegangan r a m b a t "  a d a l a h
prasarana aksesibilitas yang berfungsi u n t u k  keamanan
bagi pengguna prasarana tersebut ,  k h u s u s n y a  b a g i
penyandang cacat, yang ditempatkan d i  beberapa tempat
fasilitas pelengkap jalan seperti d i  tempat pemberhentian
bis/halte, jembatan penyeberangan t idak sebidang atau d i
tcrowongan penyeberangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Huruf e

Huruf f

Pasal 14
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan " jalur penghubung" adalah suatu
jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar
yang ter letak pada  ruas/ ja lan yang  direncanakan b a l k
untuk la lu l intas kenderaan maupun un tuk  ja lur  pejalan
kaki.
Yang dimaksud dengan "pedestrian" adalah ja lu r  khusus
buat pejalan kaki .
Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian dari
jalur pejalan kak i  yang berfungsi un tuk  memba_ntu tuna
netra un tuk  berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin
pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi d i
sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c
Yang d i m a k s u d  d e n g a n  "pegangan r a m b a t "  a d a l a h
pracnrana aksesibilitas yang berfungsi u n t u k  keamanan
bagi pengguna p rasarana  te rsebut ,  k h u s u s n y a  b a g i
penyandang cacat, yang ditempatkan d i  beberapa tempat
fasilitas pelengkap jalan seperti d i  tempat pemberhentian
bis/halte, jembatan penyeberangan tidal( sebidang atau d i
terowongan penyeberangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Huruf f
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 15
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan " ja lur penghubung" adalah suatu
jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar
yang terletak pada  ruas/ ja lan yang  direncanakan b a i k
untuk la lu l intas kenderaan rnaupun un tuk  ja lur  pejalan
kaki.
Yang dimaksud dengan "pedestrian" adalah ja lu r  khusus
buat pejalan kaki.
Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian dart
jalur pcjalan kak i  yang berfungsi u n t u k  membantu tuna
netra un tuk  berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin
pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi d i
sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c
Yang d i m a k s u d  d e n g a n  "pegangan r a m b a t "  a d a l a h
prasarana aksesibilitas yang berfungsi u n t u k  kearnanan
bagi pengguna prasarana te rsebut ,  k h u s u s n y a  b a g i
penyandang cacat, yang ditempatkan d i  beberapa tempat
fasilitas pelengkap jalan seperti d i  tempat pemberhentian
bis/halte, jembatan penyeberangan t idak sebidang atau di
terowongan penyeberangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Yang dimaksud dengan "Derajat kedisabilitasan"adalah:
a. dera ja t  Disabilitasl yakni mampu melaksanakan aktivitas atau

mempertahankan sikap dengan kesulitan;
b. derajat  Disabilitas 2  yakni  m a m p u  melaksanakan kegiatan

atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
c. dera ja t  Disabilitas 3  yakni  mampu melaksanakan aktivitas,

sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa
alat bantu;

d. derajat  Disabil i tas 4  y a k n i  da lam melaksanakan akt iv i tas
tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain;

c. dera ja t  Disabil i tas 5  y a k n i  t i dak  m a m p u  melaksanakan
aktifitas tanpa bantuan penuh orang la in  d a n  tersedianya
lingkungan khusus; dan

1. d e r a j a t  Disabilitas 6 yakni t idak mampu penuh rnelaksanakan
kegiatan schari-hari meskipun dibantu penuh orang

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan "Derajat kedisabilitasan"adalah:
a. dera jat  Disabilitasl yakni mampu melaksanakan aktivitas atau

mempertahankan sikap dengan kesulitan;
b. derajat  Disabilitas 2  yakni  m a m p u  melaksanakan kegiatan

atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
c. dera ja t  Disabilitas 3  yakni  mampu melaksanakan aktivitas,

sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa
alat bantu;

d. derajat  Disabil i tas 4  y a k n i  dalarn melaksanakan akt iv i tas
tcrgantung penuh terhadap pengawasan orang lain;

e. dera ja t  Disabil i tas 5  yakn i  t i d a k  mampu  melaksanakan
aktifitas tanpa bantuan penuh orang la in  d a n  tersedianya
lingkungan khusus; dan

f. d e r a j a t  Disabilitas 6 yakni tidak mampu penuh melaksanakan
kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan "Derajat kedisabilitasan"adalah:
a. dera jat  Disabilitasl yakni mampu melaksanakan aktivitas atau

mempertahankan sikap dengan kesulitan;



b. derajat  Disabilitas 2  yakni  m a m p u  melaksanakan kegiatan
atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;

c. dera ja t  Disabilitas 3  yakni  mampu melaksanakan aktivitas,
sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa
alat bantu;

d. derajat  Disabil i tas 4  y a k n i  da lam melaksanakan akt iv i tas
tergatitung penuh terhadap pengawasan orang lain;

e. dera ja t  Disabi l i tas 5  y a k n i  t i d a k  m a m p u  melaksanakan
aktifitas tanpa bantuan penuh orang la in  d a n  tersedianya
lingkungan khusus; dan

f. d e r a j a t  Disabilitas 6 yakni tidak mampu penuh melaksanakan
kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal A4
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasa.140
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
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Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Huruf a

Yang dirnaksud dengan "materii l" adalah bantuan m a t e r i
selain uang yang d iber ikan kepada Penyandang Disabilitas
berupa alat atau bahan untuk mendukung keterampilan yang
diperoleh setelah mengikuti pelatihan/pendidikan.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jclas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
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Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
o u k u p  jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 55
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